WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 47  TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2008
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pada Dinas
Ketertiban Kota Yogyakarta agar berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi Rincian Tugas dan Tata
Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437); sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang
terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Yogyakarta Nomor
2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Yogyakarta Nomor
1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman(Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta Tahun 1992
Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor
68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN
2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS
KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang
Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 99 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Seksi Ketentraman mempunyai rincian tugas :

a.

a.

b.

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman;
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan seksi;

menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai
bidang tugasnya;

melaksanakan koordinasi dengan aparat kepolisian di dalam pengamanan
umum/khusus, pengamanan pemilihan kepala daerah dan pengamanan kejadian
bencana;



d. melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota;

e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan
gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah;

f. menyiapkan bahan kerjasama/ koordinasi dengan lembaga masyarakat dan/ atau
institusi lainnya dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat;

g. melaksanakan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat;

h. melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
kegiatan operasional lainnya;

I. melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral
dan advokasi di bidang perlindungan masyarakat;

J. melaksanakan pembinaan kesamaptaan dan pemberian penghargaan kepada
anggota satuan perlindungan masyarakat;

k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan

perlindungan masyarakat;

melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2013
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 47



